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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dokumen  Perjanjian  Kinerja Perubahan  merupakan  suatu  dokumen  pernyataan 

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk 

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh 

Instansi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. 

Perjanjian  Kinerja Perubahan  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  

Tahun  2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor  29 Tahun  2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian 

kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi  dinas  dengan  mengacu  

kepada  Rencana  Strategis  (Renstra)  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. 

  Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator 

kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan pada Tahun 2021. Diharapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan  ini  dapat  digunakan  untuk  memantau  dan 

mengendalikan  pencapaian  kinerja  organisasi,  melaporkan  capaian  realisasi kinerja  

dalam  laporan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  dan untuk  menilai keberhasilan 

organisasi. 

B. Tugas Pokok Dan Fungsi 

 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng 

merupakan salah satu dari dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng 

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah.  Sementara  itu Uraian Tugas dan Fungsi Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng                        
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Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Daerah.  

 Tugas Pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 

Kabupaten Buleleng mempunyai  tugas   “ membantu  Bupati  melaksanakan  Urusan  

Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintah 

bidang Pertanahan” Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan 

bidang Pertanahan;  

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan 

bidang Pertanahan;  

c. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati; 

C. Struktur Organisasi  

Untuk melaksanakan fungsinya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang, antara 

lain : Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan. 

Pelayanan Teknis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilaksanakan 

oleh 11 (sebelas) jabatan Eselon IVa, sesuai dengan struktur organisasi di bawah ini. 
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STRUKTUR ORGANISASI                                                                                              

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. BULELENG 

SESUAI PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 74 TAHUN 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara garis besar, uraian tugas dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi : 

a. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Memimpin  dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan. 

 



 

 

 

4 

 

d. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan, 

kawasan permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan pertanahan. 

e. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan 

bidang perumahan dan kawasan permukiman. 

f. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan 

bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). 

g. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Urusan Pemerintahan 

bidang pertanahan.  

h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

i. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tatalaksana 

dan kepegawaian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta UPT. 

j. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan,  

ketatausahaan  dan  barang milik   daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

k. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), 

Indikator Kinerja  Utama  (IKU)    dan   Survey   Kepuasan   Masyarakat   (SKM) Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

l. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), 

Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di 

lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

m. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system 

pengawasan internal pemerintah (SPIP) dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan. 

n. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

o. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan 

Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan. 
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p. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga  terkait 

lainnya sesuai bidang tugasnya. 

q. Mengevaluasi  dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan. 

r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  

2. Sekretariat  

Sekretaris, mempunyai tugas dan fungsi :  

a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

b. Memimpin  dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. 

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan. 

d. Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan adminitrasi kepada seluruh satuan 

organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, 

rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan 

perpustakaan. 

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian 

di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan  dan pengelolaan 

asset/barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan. 

h. Mengkoordinasikan penyusunan  rencana kerja,  pembuatan laporan kegiatan dan 

pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan; 

i. Mengkoordinasikan  penyusunan  rencana   anggaran Dinas dan UPT. 

j. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja 

Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan. 

k. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) 
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dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

l. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

m. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja 

(ABK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 

n. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan   system    

pengawasan    internal   pemerintah    (SPIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan. 

o. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi. 

p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan. 

q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

3. Bidang Perumahan  

Bidang Perumahan, mempunyai  tugas  dan fungsi: 

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perumahan, berdasarkan data dan program Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.  

b. Memimpin  dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.  

c. Mengevaluasi dan menilai prestai hasil kerja bawahan. 

d. Melaksanakan pendataan, inventarisasi dan menyusun database perumahan dan rumah 

korban bencana serta rencana teknis perumahan. 

e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Sertifikasi dan Registrasi bagi 

orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan tingkat Kemampuan Kecil. 

f. Melaksanakan fasilitasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). 

g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pembiayaan perumahan. 

h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Lembaga dan Instansi lain. 
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i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta 

menyiapkan Petunjuk Teknis. 

j. Memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan rumah swadaya diluar 

kawasan permukiman kumuh. 

k. Memberikan kajian teknis pembangunan dan pengembangan perumahan. 

l. Menyiapkan perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan 

pembangunan rumah korban bencana. 

m. Melaksanakan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program 

pemerintah dan melaksanakan kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban 

bencana. 

n. Memberikan kajian teknis pembangunan dan pengembangan perumahan. 

o. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pembiayaan perumahan. 

p. Mengendalikan pelaksanaan pembangunan rumah Negara, Khusus, Umum dan 

Komersil. 

q. Melaksanakan fasilitasi dan kegiatan penyelenggaraan prasarana, sarana dan Utilitas 

Umum Perumahan Negara, Khusus, Umum dan Komersil. 

r. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan dan 

s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  

 

4. Bidang Kawasan Permukiman 

Bidang Kawasan Permukiman, mempunyai tugas dan fungsi : 

a. Menyusun rencana Bidang Kawasan Permukiman, berdasarkan program dan kegiatan 

Bidang Kawasan Permukiman serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kawasan permukiman. 

c. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kawasan permukiman. 

d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang kawasan 

permukiman. 

e. Melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kawasan permukiman. 

f. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.  

g. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan. 
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h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan dan 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

5. Bidang Pertanahan 

Bidang Pertanahan, mempunyai tugas dan fungsi : 

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pertanahan, berdasarkan data dan program Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta ketentuan perundang-

undangan yang berlaku; 

b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; 

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan; 

d. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan, dan 

pengaturan bidang Pertanahan; 

e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan pertanahan sesuai 

Rencana Tata Ruang Wilayah; 

f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan survey, 

pengukuran dan pemetaan pertanahan; 

g. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan administrasi 

pertanahan; 

h. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan 

dalam daerah Kabupaten; 

i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program Tanah Objek Reforma Agraria dalam 

daerah kabupaten; 

j. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyelesaian dan pemanfaatan tanah 

negara dalam daerah kabupaten; 

k. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penetapan tanah ulayat dalam daerah 

kabupaten. 

l. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan tanah yang 

hamparannya dalam daerah kabupaten. 

m. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
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D. Tujuan Perjanjian Kinerja 

Tujuan dari Perjanjian Kinerja adalah sebagai dokumen yang dimanfaatkan oleh 

setiap pimpinan instansi pemerintah untuk : 

a.  Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; 

b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

c. Menilai tingkat keberhasilan organisasi. 

d. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.  
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BAB II 

PERJANJIAN KINERJA 

 

A.   Rencana Strategis 

2.1   Tujuan dan Sasaran Strategis 

Dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kabupaten Buleleng Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng menetapkan 

sebuah Tujuan, tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi 

dan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Penetapan 

tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu 

utama urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun tujuan yang 

ditetapkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah 

“Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan 

Publik” 

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam masa akhir RPJMD Tahun 2022. Berdasarkan 

tujuan yang sudah ditetapkan, maka sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah : 

1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik 

Indikator Sasaran: 

- Persentase infrastruktur perumahan, dan permukiman yang layak dan 

berkelanjutan. 

 

B.  Indikator Dan Target Kinerja 

 Untuk  mengukur  sejauh  mana  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Buleleng telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada 

masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus 

dicapai pada akhir tahun 2021.   
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Beberapa indikator kinerja masing-masing  sasaran  tersebut  merupakan  indikator  

kinerja  utama  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.  Sesuai  Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur  Negara Nomor  PER/9/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng telah 

menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. 

 Indikator  Kinerja  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Buleleng berikut target  yang ingin dicapai di tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1. 

Indikator dan Target Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Buleleng Tahun 2021. 

  

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target 

1 

 

 

 

 

 

Meningkatnya ketersediaan 

infrastruktur untuk pemenuhan 

pelayanan publik.  

 

 

 

 

Persentase infrastruktur perumahan 

dan permukiman yang layak dan 

berkelanjutan 

82.47 % 

2 Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja birokrasi 

Predikat LAKIP A 

 

Sedangkan Indikator  Kinerja Utama  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Buleleng beserta target  yang ingin dicapai di tahun 2021 dapat 

dijelaskan pada tabel berikut: 
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Tabel 2. 

Indikator dan Target Kinerja Utama  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2021. 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya ketersediaan 

infrastruktur untuk pemenuhan 

pelayanan publik.  

 

 

 

 

 

 

Persentase infrastruktur 

perumahan dan permukiman 

yang layak dan berkelanjutan 

 

 

 

82.47 % 

 

Program  utama  yang  mendukung  indikator  kinerja   yang  akan dijalankan oleh 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 

2021 terdiri dari ; 

Program  utama  yang  mendukung  indikator  kinerja  yang  akan dijalankan oleh 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 

2021 terdiri dari 7 program utama yaitu ; 

1. Program Pengembangan Perumahan 

2. Program Kawasan Permukiman 

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) 

5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 

6. Program Penetapan Tanah Ulayat 

7. Program Penatagunaan Tanah 

 

Program penunjang yang  akan dijalankan oleh Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 terdiri dari 1 program 

penunjang : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 
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2.3.  PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN 

 Kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja 

Dinas Prumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng terdiri dari 

13 kegiatan dan 13 sub kegiatan sebagai berikut :   

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban  Bencana atau Relokasi 

Program Kabupaten/Kota. 

1.1 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau 

Terkena Relokasi  Program Kabupaten/Kota. 

2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 

Relokasi Program Kabupaten/Kota. 

2.1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada  

Masyarakat /Sukarelawan Tanggap Bencana 

3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program 

Kabupaten/Kota. 

3.1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 

4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. 

4.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan 

Perumahan 

5. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) 

5.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung 

(SKGB) 

6. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 

6.1. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 

7. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di 

Bawah 10 (sepuluh) Ha 

7.1. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 

 

8. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(sepuluh) Ha 
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8.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

9. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah 

Kabupaten/Kota 

9.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan  

Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh 

dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 

10. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 

10.1. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum Perumahan 

11. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 

11.1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

12. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah 

12.1. Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang Berlaku 

13. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 

13.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 

Kegiatan dari program penunjang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Buleleng terdiri dari  8 kegiatan dan 22 sub kegiatan sebagai berikut: 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
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4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

5.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 

5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

6.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

Anggaran  Belanja Daerah  yang  akan  digunakan  oleh  Dinas  Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan  Kabupaten Buleleng untuk anggaran perubahan tahun  2021 

sebesar Rp. 13.518.322.019,- terdiri dari Anggaran Belanja  Operasi Rp. 12.562.215.019,- dan 

belanja modal sebesar Rp. 956.107.000,- secara rinci jumlah anggaran belanja langsung untuk 

tiap-tiap program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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No Program/Kegiatan Anggaran 

I 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
4,562,614,928 

1 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
171,316,560 

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 96,008,960 

1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75,307,600 

2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,188,406,442 

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,859,949,768 

2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 41,349,924 

2.3 
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi  

Keuangan SKPD 
287,106,750 

3 
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah 
48,948,900 

3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48,948,900 

4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 

4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 

5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 167,782,185 

5.1 
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 
2,436,115 

5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24,607,000 

5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 95,376,570 

5.4 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 
5,197,500 

5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40,165,000 

6 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 
16,500,000 

6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16,500,000 

6.2 
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 
0 

7 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 
768,390,201 

7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 66,821,760 

7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 118,288,020 

7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 207,805,920 

7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 375,474,501 
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8 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
201,270,640 

8.1 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 
167,500,640 

8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12,430,000 

8.3 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 
12,100,000 

8.4 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 
9,240,000 

II Program pengembangan perumahan 1,286,310,000 

1 
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban 

Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 
98,850,000 

1.1 

Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban 

Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program  

Kabupaten/Kota 

98,850,000 

2 

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi 

Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program 

Kabupaten/Kota 

43,915,000 

2.1 
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi 

Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 
43,915,000 

3 
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 

atau Relokasi Program abupaten/Kota 
1,128,645,000 

3.1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 1,128,645,000 

4 
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan 

Perumahan 
14,900,000 

4.1 
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan 

dan Pengembangan Perumahan 
14,900,000 

5 
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung 

(SKGB) 
0 

5.1 
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat 

Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) 
0 

III Program kawasan permukiman 3,426,477,220 

1 
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan 

Kawasan Permukiman 
224,308,180 

1.1 

Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana 

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 

dan Permukiman Kumuh 

224,308,180 

2 

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(sepuluh) Ha 

122,812,720 

2.1 
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman 

Kumuh 
122,812,720 

3 
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 

dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 
3,079,356,320 

   3.1  Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 3,079,356,320 
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IV 
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kumuh 
2,882,605,000 

1 
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 
2,882,605,000 

1.1 

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan 

terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 

diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 

10 (sepuluh) Ha 

2,882,605,000 

V 
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan 

Utilitas Umum (Psu) 
148,437,000 

1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 148,437,000 

1.1 
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 
148,437,000 

VI Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 118,928,704 

1 
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 
118,928,704 

1.1 
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten/Kota 
118,928,704 

VII Program Penetapan Tanah Ulayat 42,980,967 

1 
Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 
42,980,967 

1.1 

Penetapan Tanah Ulayat Dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang - Undangan Yang Berlaku 

42,980,967 

VIII Program Penatagunaan Tanah  1,049,968,200 

1 
Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu 

Daerah Kabupaten/Kota 
1,049,968,200 

1.1 
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi 

Tanah Kabupaten/Kota 
1,049,968,200 

Total 13.518.322.019 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Buleleng merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan 

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu 

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh setiap instansi. Dokumen ini dimanfaatkan oleh 

setiap pimpinan instansi  pemerintah  untuk  memantau  dan  mengendalikan  pencapaian  kinerja 

organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah serta menilai keberhasilan organiasi.  

Perjanjian  Kinerja Dinas Perumahan,  Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten  Buleleng terdiri  dari  7  program  utama dan 1 program penunjang,  13  kegiatan  

utama yang terdiri dari 13 sub kegiatan yang  mendukung  indikator kinerja  utama dan 8 

kegiatan penunjang yang terdiri dari 22 sub kegiatan penunjang yang  telah  ditetapkan dengan 

anggaran perubahan tahun 2021 sebesar Rp. 13.518.322.019,-. Semoga dengan adanya dokumen 

perjanjian kinerja tahun 2021 ini dapat mengoptimalkan kinerja para pemangku kepentingan 

sehingga target yang direncanakan pada tahun 2021 dapat tercapai dengan maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
































































































